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PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk meclaksanakan ketentuan pasal 43
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Republik  Indoncsia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pcengelolaan Kcuangan
Desa  perlu menctapkan  Peraturan  Bupati  tentang
Pcdoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-dacrah Kabupaten — dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia  Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak
Dacrah dan Rectribusi Dacrah (Lembaran  Ncegara
Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcepublik
Indoncsia Nomor 5234);
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Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa
(Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Ilembaran Ncgara Republik
Indoncsia Nomor 549595);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l.embaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 5587)
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2015
Nomor 58);

Pcraturan Pemcerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Ncegara (Lembaran Ncegara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
LLembaran Ncgara Rcepublik Indonesia Nomor 5558)
scbagaimana tclah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Pcraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
scbagaimana tclah diubah bcberapa kali tcrakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Kcuangan Desa  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
Peraturan Mcenteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pecdoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.

3.

o.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang discbut
dengan nama lain, sclanjutnya discbut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan
masyarakat  sctempat  berdasarkan  prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistcm
pemcerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyclenggaraan urusan
pcmcerintahan  dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Pemerintahan Ncgara
Kcsatuan Republik Indoncesia.

Pecmerintah Desa adalah kepala Desa atau yang
discbut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
scbagai unsur penyclenggara Pemerintahan Desa.
Badan Pcrmusyawaratan Dcsa atau yang discbut
dengan  nama lain  adalah  lembaga  yang
mclaksanakan fungsi pcmecerintahan yang
anggotanya mcrupakan wakil dari penduduk Dcsa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
sccara demokratis.

Kcuangan Dcesa adalah scmua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang scrta scgala
scsuatu yang berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan  pclaksanaan  hak dan
kewajiban Dcsa.

Pengelolaan Kcuangan Desa adalah  kescluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pcnatausahaan, pcelaporan dan pertanggungjawaban
kcuangan dcsa.

Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Desa,
sclanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu
6 (cnam) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang sclanjutnya
disingkat RKP-Dcsa adalah  penjabaran dan
Rencana Pembangunan Jangka Mcenengah Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.




9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Anggaran Pendapatan dan BBclanja  Decsa,
sclanjutnya discbut APBDecsa adalah rencana
kcuangan tahunan Pcmerintahan Dcesa.

Dana Dcsa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Ncgara yang
dipcruntukkan bagi Dcsa yang ditransfer mclalui
Anggaran Pcndapatan dan  Belanja  Dacrah
Kabupaten dan digunakan untuk mecmbiayai
penyclenggaraan pcemerintahan, pelaksanaan
pcmbangunan, pcembinaan kemasyarakatan, dan
pcmberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, sclanjutnya disingkat ADD,
adalah dana pcrimbangan yang diterima kabupatcen
dalam Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah
Kabupaten sctelah dikurangi Dana Alokasi Desa.
Kclompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pcndapatan Bclanja Ncgara, Anggaran
Pendapatan Belanja Dacrah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Dacrah Kabupaten.

Pemegang Kckuasaan Pengelolaan Kcuangan Dcesa
adalah Kcpala Decsa yang karcna jabatannya
mempunyai kewenangan mcnyclenggarakan
kescluruhan pengelolaan kcuangan desa.

Pclaksana Tcknis Pcengelolaan Kcuangan Desa yang
sclanjutnya  disingkat  PTPKD adalah  unsur
pcrangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan kcuangan desa.
Sckretaris Desa adalah bertindak sclaku
koordinator peclaksanaan pengelolaan  kcuangan
desa.

Kepala scksi adalah unsur dari pelaksana tcknis
kegiatan dengan bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf sckretariat desa yang
mecmbidangi urusan administrasi kcuangan untuk
menatausahakan kecuangan desa.

Rckening  Kas  Desa  adalah  rckening  tempat
menyimpan  uang Pemerintahan Desa yang
mcnampung  scluruh  penerimaan Desa dan
digunakan untuk mcmbayar scluruh pengcluaran
Desa pada Bank yang ditctapkan.

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari
scluruh pendapatan desa yang masuk kc APBDcsa
meclalui rckening kas desa.

Pcngeluaran Desa adalah uang yang dikcluarkan
dari APBDecsa mclalui rckening kas desa.




21.

22.

24.

(2)

(4)

Surplus Anggaran Dcsa adalah sclisih lebih antara
pendapatan desa dan belanja desa.

Defisit Anggaran Desa adalah sclisih kurang antara
pendapatan desa dan belanja desa.

Sisa Lecbih Perhitungan Anggaran yang sclanjutnya
disingkat SILPA adalah sclisih lcbih rcalisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran sclama satu
pcriode anggaran.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditctapkan olch Kepala Desa sctclah
dibahas dan discpakati bersama Badan
Pcrmuyawaratan Desa.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Kcuangan desa dikclola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabcl, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mcrupakan prinsip kcterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan  akscs  informasi  scluas-luasnya
tentang kcuangan desa.

Akuntabel atau bertanggung jawab scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mcrupakan pecrwujudan

kewajiban scscorang untuk
mcmpertanggungjawabkan pengcelolaan dan

pengendalian sumber  daya dan  pelaksanaan
kebijakan  yang dipercayakan kepadanya dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditctapkan.

Partisipatif scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengandung makna bahwa pengambilan keputusan
dalam proscs pcnyusunan dan penctapan APBDcsa

scdapat mungkin melibatkan partisipasi
masyarakat.
Tertib dan Disiplin Anggaran scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa kcuangan
desa dikelola sccara tepat waktu dan tepat guna
yang didukung dcngan bukti administrasi yang
dapat dipcrtanggungjawabkan.

Pengelolaan kcuangan desa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikclola dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampal
dengan tanggal 31 Desember.
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BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Kepala Desa  adalah Pemegang  Kckuasaan
Pengelolaan Keuangan  Desa  dan mcewakili
Pcmerintah Desa dalam kepemilikan kckayaan milik
desa yang dipisahkan.
Kepala  Desa  schagai  pemcegang  kckuasaan
pengelolaan kcuangan desa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), mcmpunyai kewenangan:

a. mcnetapkan kebijakan tentang  pclaksanaan

APBDesa;
b. menctapkan PTPKD;
c. menctapkan pctugas yang mclakukan

pcmungutan pencrimaan desa;
d. menyctujui  pengeluaran  atas  kegiatan  yang
ditctapkan dalam API3Dcsa; dan
c. mclakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBDcesa.
Kcpala Desa dalam  mclaksanakan pcngclolaan
kcuangan desa, dibantu olch PTPKD

Pasal 4

PTPKD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal
(3) berasal dari unsur Perangkat Dcsa, terdiri dart :
a. Sckretaris Desa;

b. Kcpala Scksi; dan

c. Bendahara.

PTPKD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditctapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Sckretaris Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a, bertindak sclaku koordinator
pclaksana teknis pengelolaan kecuangan desa.
Sckretaris Desa selaku koordinator pelaksana tcknis
pcngelolaan kcuangan desa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. menyusun dan  mclaksanakan  Kcbijakan
Pengelolaan APBDesa;

b. mcnyusun Rancangan Pcraturan Dcsa tentang
APBDcsa, pcrubahan APBDcsa dan
pertanggungjawaban pclaksanaan APBDcsa;

c. melakukan pengendalian terhadap pclaksanaan
kegiatan yang tclah ditctapkan dalam APBDesa,
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(2)

(2)

d. mcnyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa; dan

c¢. mclakukan verifikasi  terhadap  bukti-bukti
pencrimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6
Kcpala Scksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf b bertindak scbagai pclaksana
kegiatan scsuail dengan bidangnya.
Kepala scksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya;
b. mclaksanakan kegiatan dan/atau bersama
Lembaga Kcmasyarakatan Dcsa yang tclah
ditetapkan di dalam APBDesa;

c. mclakukan tindakan pengeluaran yang
menycbabkan atas bceban  anggaran belanja
kegiatan,;

d. mengendalikan pclaksanaan kegiatan;

¢. mclaporkan pcrkembangan pclaksanaan
kegiatan kepada Kepala Desa; dan

. mcnyiapkan dokumcn anggaran atas bcban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7
Bendahara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf c dijabat olch stal pada Urusan
Kcuangan.
Bendahara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas menerima, menyimpan,
menyctorkan/membayar, mcnatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
dcsa dan pengcluaran pendapatan desa dalam
rangka pclaksanaan APBDcsa.
Bendahara dalam mclaksanakan tugasnya
berwenang :
a. mcnerima  pencrimaan  yang bersumber  dari
pcendapatan desa;
b. menyimpan scluruh pencrimaan yang diterima
pada rckening kas desa;
c. menyctor penerimaan yang diterima ke rekening
kas desa paling lambat 1 (satu) hari kerja;
d. mecndapatkan bukti transaksi atas pcendapatan
yang ditecrima meclalui bank;
¢. mengajukan permintaan pcmbayaran
menggunakan SPP;




(1)

(1)

{. mclaksanakan pcmbayaran atas biaya
pengeluaran desa dart APBDcesa;

g. menolak perintah bayar dari Kepala Desa yang
tidak scsuai dengan ketentuan peraturan.

BAB IV
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDESA

Bagian Kesatu

Asas Umum

Pasal 8
APBDcsa disusun sesuai decngan  kebutuhan
pcnycelenggaraan pcmcerintahan dcsa dan

kemampuan kcuangan desa.

Penyusunan APBDcsa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan RKP Desa dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk
tercapainya tujuan berncegara.

APBDcsa mempunyai fungsi otorisasi,
pcrencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi.

APBDcsa, pcrubahan APBDecsa, dan

pertanggungjawaban pclaksanaan APBDcsa  sctiap
tahun ditctapkan dengan peraturan desa.

Pasal 9

Fungsi olorisasi scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran
desa  menjadi  dasar  untuk  meclaksanakan
pendapatan  dan  belanja  pada tahun  yang
bersangkutan.

IFungsi perencanaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran
desa menjadi pedoman dalam merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran
dcsa menjadi pedoman untuk mcnilai apakah
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa scsuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

FFungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran dcsa
harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, scrta mceningkatkan cfisicnsi dan
cfcktivitas perckonomian desa.




(5)

(1)

(3)
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Fungsi distribusi scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan
anggaran dcsa harus memperhatikan rasa kcadilan
dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran
pemcerintah desa menjadi alat untuk memclihara
dan mengupayakan kescimbangan fundamental
perckonomian dcesa.

Pasal 10

Penerimaan desa terdiri dari pendapatan desa dan
pcnerimaan pembiayaan desa.

Pendapatan desa scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) mecrupakan perkiraan yang tcrukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk sctiap sumbcr
pcendapatan.

Pcnerimaan  pembiayaan  scbagaimana  dimaksud
pada ayat (1) adalah scmua pencrimaan yang perlu
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 11

Pengeluaran desa terdiri dari belanja desa dan
pengeluaran pembiayaan dcesa.

Bclanja desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mcrupakan pcrkiraan beban pengeluaran desa yang
dialokasikan sccara adil dan mcrata agar rclatif
dapat dinikmati olch scluruh kclompok masyarakat
decsa tanpa diskriminasi, khususnya dalam
pembecerian pelayanan umum.

Pengeluaran pembiayaan scbagaimana  dimaksud
pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan
ditecrima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 12

Dalam mecnyusun APBDcesa penganggaran pengcluaran
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus

didukung dengan  adanya  kepastian  tcerscdianye

pencrimaan dalam jumlah yang cukup.




(1)

(2)

(1)
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Bagian Kedua
Struktur APBDesa

Pasal 13

APBDesa, terdiri atas :

a. Pcndapatan Dcesa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Dcesa.

Pendapatan  desa  scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mecliputi scmua pencrimaan uang
meclalui rckening kas umum desa merupakan hak
decsa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu
dibayar kembali olch desa.

Bclanja desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mcliputi scmua pengceluaran dari reckening
kas umum desa merupakan kewajiban desa dalam
satu tahun anggaran dan tidak akan dipcrolch
pembayarannya kembali olch desa.

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ mcliputi scmua transaksi kcuangan
untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan
surplus.

Pcnganggaran pcendapatan desa, bcelanja desa dan
pembiayaan desa scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus berdasarkan pada ketentuan pceraturan
pcrundang-undangan.

Scluruh pendapatan  desa, bcelanja  desa, dan
pembiayaan desa scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarkan sccara bruto dalam APBDecsa.

Pasal 14

Pcndapatan Desa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf a diklasifikasikan mcnurut
akun pendapatan, kclompok, jenis, obyck dan
rincian obyck pendapatan.

Belanja Desa schagaimana dimaksud Pasal 13 ayat
(1) huruf b diklasifikasikan mecnurut akun belanja,
kclompok, kegiatan, jenis, obyck dan rincian obyck
belanja.

Pembiayaan scbagaimana dimaksud Pasal 13 ayat
(1)  huruf ¢ diklasifikasikan mecnurut akun
pcembiayaan, kclompok, jenis, obyck dan rincian
obyck pcmbiayaan.




(1)

(5)
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Bagian Ketiga
Pendapatan Desa

Pasal 15

Pendapatan Desa  scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf a, mcliputi scmua
penerimaan  uang meclalui rckening desa  yang
mecrupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali olch desa.
Pendapatan Desa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1), terdiri atas kclompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PADcsa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 16

Kclompok PADcsa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
Hasil usaha;

Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
i.ain-lain pendapatan asli desa.
Hasil Usaha Desa scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a antara lain hasil Bumdcs, tanah kas

a
b. llasil asct;
C
d

desa.

Hasil asct scbagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1) huruf b antara lain tambatan pcrahu, pasar
dcsa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
Swadaya, partisipasi dan gotong royong
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah membangun dengan kckuatan sendiri yang
mclibatkan peran scrta masyarakat berupa tenaga,
barang yang dinilai dengan uang.

Lain ~ lain pendapatan asli desa scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil
pungutan dcsa.

Pasal 17

Kclompok transfer scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :

a. Dana Dcsa;

b. Bagian dari lasil Pajak Dacrah dan Rctribusi
Dacrah;

c. Alokasi Dana Desa (ADD);
IBantuan Kcuangan dari APBD Provinsi; dan

¢. Bantuan Kcuangan APBD Kabupaten.




(3)

(3)
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Bantuan Kcuangan dari API3D Provinsi dan Bantuan
Keuangan dari Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan huruf ¢ dapat bersifat
umum dan khusus.

I3antuan Kcuangan bersifat khusus scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikclola dalam APBDcsa
tctapi tidak  ditcrapkan  dalam kctentuan
penggunaan  paling scedikit 70 % (tujuh  puluh
perscratus) dan paling banyak 30 % (tiga puluh
perscratus).

Pasal 18

Kclompok  pendapatan  lain-lain - sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf ¢, terdiri

atas jenis:

a. llibah dan Sumbangan dari pihak kectiga yang
tidak mengikat; dan

b. Lain- lain pendapatan Desa yang sah.

Hibah dan sumbangan dari pihak kctiga yang tidak

mcngikat scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak

ketiga.

Lain - lain pendapatan Desa yang sah scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain

pcendapatan scbagai hasil kerjasama dengan pihak

kctiga dan bantuan perusahaan yang bcerlokasi di

desa.

Bagian Keempat
Belanja Desa

Pasal 19

Belanja Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf b, mecliputi scmua pcngeluaran
dari rckening desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan dipcrolch pembayarannya kembali
olch dcsa.

Belanja desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas jenis belanja .

a. pegawai;

b. barang dan jasa;

c. modal.

Belanja desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf b dipcrgunakan dalam rangka
mcndanai penyclenggaraan kewenangan Desa.




(2)

(2)

(2)

Pasal 20

Klasifikasi Bclanja Desa scbagaimana dimaksud
dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas

kelompok :

a. Penyclenggaraan Pemerintahan Desa
b. Pclaksanaan Pecmbangunan Desa ;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

¢. Bclanja Tak Terduga.

Klasifikasi Bclanja menurut kelompok scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan
scsuai dengan  kebutuhan Desa yang tclah
dituangkan dalam RKPDcsa.

Pasal 21

Jenis  belanja  pegawai  scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dianggarkan untuk
pengeluaran penghasilan tctap dan tunjangan bagi
Kcpala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan
BPD.

Belanja Pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarkan dalam kclompok Penyclenggaraan
Pemerintahan Desa, kcgiatan pcmbayaran
penghasilan tetap dan tunjangan.

Bclanja Pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) pclaksanaannya dibayarkan sctiap bulan.

Pasal 22

Bclanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b digunakan untuk
mcnganggarkan barang dan jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Bclanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa :

a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

c. bahan/matcrial;

pcemeliharaan;

cctak/penggandaan;

scwa kantor dcsa;

scwa perlengkapan dan peralatan kantor;

oR m o Qo

makanan dan minuman rapat;

e

pakaian dinas dan atributnya;
perjalanan dinas;

x

upah kcrja;
.  honorarium narasumbecr/ahli;




(3)
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m. opcrasional Pemerintah Dcesa;

=

opcrasional BPD;

o. inscntif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan

p. pcmberian barang pada masyarakat/kclompok
masyarakat.

Insentif Rukun Tctangga /Rukun Warga
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah
bantuan uang untuk opcrasional lembaga RT/RW
dalam rangka mcmbantu pclaksanaan tugas
pclayanan pcmerintahan, perencanaan
pcmbangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pcmberdayaan masyarakat desa.

Pemberian  barang pada masyarakat/kelompok
masyarakatl scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf p dilakukan untuk mecnunjang pclaksanaan
kegiatan.

Pasal 23

Belanja Modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf ¢, digunakan untuk pcngcluaran
dalam rangka pcmbclian pengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya lcbih dari 12 (dua
belas) bulan .

Nilai asct tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dianggarkan dalam belanja modal scbesar
harga bcli/bangun assct ditambah scluruh bclanja
yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asct
sampai asct terscbut siap digunakan.

Pembelian/Pengadaan barang atau  bangunan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk kegiatan penyclenggaraan kewenangan desa.

Pasal 24

Dalam keadaan darurat dan/atau Kcadaan Luar
Biasa (KLI3), pcmerintah Desa dapat mclakukan
belanja yang belum terscedia anggarannya.

Kcadaan darurat dan/atau KLI3 scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mcrupakan kcadaan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
dan/atau mendesak.

Kcadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu antara lain dikarcnakan bencana alam,
sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Kcadaan luar biasa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) karcna KLI3/wabah.




Kcadaan darurat dan luar biasa scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditctapkan dcngan
Kcputusan Bupati.

Kcgiatan dalam kcadaan darurat scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam bclanja
tidak terduga.

Bagian Kelima
Surplus (Defisit) APBDesa

Pasal 25

Sclisih antara anggaran pcndapatan desa dengan
anggaran bclanja desa mengakibatkan terjadinya surplus
atau defisit APBDesa.

(1)

Pasal 26

Surplus APBDcsa  scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 tcrjadi apabila anggaran pcndapatan desa
dipcerkirakan lebih besar dari anggaran belanja
desa.

Dalam hal APBDcsa diperkirakan surplus,
diutamakan untuk pembayaran pokok utang,
penyertaan modal (investasi) decsa dan

pcembentukan dana cadangan.

Pasal 27

Defisit anggaran scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 terjadi apabila anggaran pcndapatan desa
diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.
Dalam hal APBDcsa dipcrkirakan  dcfisit,
ditctapkan pembiayaan untuk menutup defisit
terscbut yang diantaranya dapat bersumber dari
sisa lecbih perhitungan anggaran tahun anggaran
scbclumnya, pencairan  dana cadangan, hasil
pcnjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan
pcencerimaan pinjaman.

Bagian Keenam
Pembiayaan Desa

Pasal 28

Pembiayaan Dcsa schagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf c¢ mchliputi scmua
pcnerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bcrsangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.
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Pcmbiayaan Desa scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas kelompok:
a. Pencrimaan Pembiayaan; dan

b. Pengceluaran Pembiayaan.

Pasal 29

Pencrimaan  Pembiayaan scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilLPA) tahun
scbelumnya;

b. Pcncairan Dana Cadangan;

c. lasil pcnjualan kckayaan desa  yang
dipisahkan;

d. Pencrimaan kembali pemberian pinjaman.
SiLLPA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a
mecncakup  pelampauan  penerimaan PADcsa,
pelampauan  pencrimaan  Dana  Perimbangan,
pclampauan pencrimaan lain-lain pendapatan dese
yang sah, pclampauan pencrimaan pembiayaan,
penghematan belanja, kcwajiban kepada pihak
ketiga sampai  dengan  akhir  tahun  belum
tersclesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SilPA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a

mcrupakan pencrimaan pcmbiayaan yang

digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila rcalisasi
pcndapatan lcbih  kecil dari pada rcalisasi
belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mecndanai  kewajiban  lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran bclum
disclesaikan.

Pencairan dana cadangan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b digunakan untuk

menganggarkan pencairan dana cadangan dari
rckening dana cadangan ke rckening kas Desa
dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kckayaan desa yang dipisahkan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul c

digunakan untuk menganggarkan hasil pcnjualan

kckayaan dcesa yang dipisahkan.

Pasal 30

Pengeluaran Pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a.

b.

Pembentukan Dana Cadangan; dan
Penycertaan Modal Pemerintah Desa.




(2)

(3)
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Paragraf Kesatu
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pasal 31

SilLPA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) huruf a mecncakup pclampauan pencrimaan
PADcsa, pclampauan penerimaan Dana
Pcrimbangan, pclampauan pencrimaan lain-lain
pcndapatan desa  yang sah, pclampauan
penerimaan  pembiayaan, penghematan  belanja,
kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun bclum tersclesaikan, dan sisa dana kegiatan
lanjutan.

SiLLPA tahun anggaran scbclumnya yang mcrupakan

pclampauan pencrimaan pembiayaan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

a. mecnutupi defisit anggaran apabila rcalisasi
pendapatan  lebih  kecil dari pada  rcalisasi
bclanja;

b. mendanai pclaksanaan kegiatan lanjutan atas
beban belanja langsung;

c. mendanai kewajiban  lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran belum
disclesaikan.

Paragraf Kedua
Dana Cadangan
Pasal 32

Pcmerintah desa dapat membentuk dana cadangan
guna mendanai kegiatan yang penycdiaan dananya
tidak dapat sckaligus/scpcnuhnya dibecbankan
dalam satu tahun anggaran.
Pembentukan dana cadangan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dcngan
Pcraturan Dcsa.
Dana Cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), adalah dana yang tidak dapat digunakan untuk
mcmbiayai  kegiatan lain  diluar yang tclah
ditctapkan  dalam  pcraturan  dcsa  tentlang
pcmbentukan dana cadangan.
Pcraturan dcsa scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) mencakup penctapan tujuan pembentukan dana
cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai
dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan
dana cadangan yang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rckening dana cadangan, sumber dana
cadangan, dan tahun anggaran pclaksanaan dana
cadangan.
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(9) Rancangan pcraturan desa tentang pembentukan
dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibahas bersamaan  dengan pembahasan
rancangan pcraturan desa tentang APBDesa.

(6) Pcnetapan  rancangan pceraturan  desa  tentang
pembentukan dana cadangan scbagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditctapkan olch Kcpala Dcsa
bersamaan dengan penctapan rancangan peraturan
desa tentang APBDesa.

(7) Dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bersumber dari  penyisthan  alas
penerimaan desa, kecuali dari pinjaman desa dan
penerimaan  lain - yang penggunaannya  dibatasi
untuk pengcluaran tertentu berdasarkan pceraturan
pcrundang-undangan. '

(8) Dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditcmpatkan pada rckening tersendiri yang
ditctapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

9) Penerimaan hasil bunga/deviden rckening dana
cadangan dan penempatan dalam  portofolio
dicantumkan scbagai pcnambah dana cadangan
berkenaan  dalam  daftar dana cadangan pada
Lampiran rancangan Pcraturan Dcsa tenlang
APBDesa.

(10) Pcmbentukan dana cadangan dianggarkan pada
pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran
yang berkenaan.

(11) Penganggaran dana cadangan tidak meclebihi tahun
akhir masa jabatan Kcpala Dcsa.

Pasal 33

(1) Pencairan dana cadangan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b digunakan untuk
menganggarkan pencairan dana cadangan dari
rckening dana cadangan ke rckening kas desa
dalam tahun anggaran bcrkenaan.

(2) Jumlah yang dianggarkan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu scsuai dengan jumlah yang tclah
ditctapkan  dalam  pcraturan desa tentang
pcmbentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 34
Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari
rekening dana cadangan kc rckening  kas  dcesa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
dianggarkan dalam kclompok dan kegiatan pada tahun
berkenaan.
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Paragraf Ketiga
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

Pasal 35

Hasil penjualan kckayaan desa  yang  dipisahkan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf ¢
digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil
penjualan Badan Usaha milik desa/BUMDcesa  dan
penjualan aset milik pcemerintah desa yang
dikcrjasamakan dcngan pihak ketiga, atau hasil divestasi
penyertaan modal pemerintah desa.

Paragraf Keempat
Peneriman Kembali Pemberian Pinjaman Desa

Pasal 36

Pencrimaan pinjaman desa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf d digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pinjaman desa yang akan
dircalisasikan pada tahun anggaran berkcnaan.

Paragraf Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 37

Penycertaan modal  pemcerintah desa  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf b digunakan untuk
mengelola kckayaan desa yang diinvestasikan baik dalam
jangka pendck maupun jangka panjang.

Pasal 38

(1) Investasi jangka pendck merupakan investasi yang
dapat scgera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan
dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah
scrta dimiliki sclama kurang dari 12 (duabclas)
bulan scperti  dcposito berjangka waktu 3 (tiga)
bulan sampai dcngan 12 (duabclas) bulan yang
dapat dipcrpanjang sccara otomatis.

(2) Investasi jangka panjang mecrupakan investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki Icbih dari 12
(duabclas) bulan yang terdiri dari  investasi
pcrmancn dan non permancn.




(4)

(1)

(2)
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Investasi jangka panjang scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) antara lain surat berharga yang dibcli
pecmerintah  desa  dalam  rangka mengendalikan
suatu badan usaha, misalnya pcmbelian surat
berharga untuk mcenambah kepemilikan  modal
saham pada suatu badan usaha, surat berharga
yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam
mcmenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi permanen scbagaimana dimaksud pada
ayal (2) Dbertujuan  untuk  dimiliki  sccara
berkelanjutan tanpa ada niat untuk
dipcrjualbelikan atau tidak ditarik kembali, scperti
kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam bentuk
penggunausahaan/pemanfaatan asct desa,
pcnycrtaan modal desa pada BUMDesa dan/atau
badan usaha lainnya dan investasi permancn
lainnya yang dimiliki pemerintah desa  untuk
menghasilkan  pendapatan atau mceningkatkan
pcilayanan kepada masyarakat desa.

Investasi non permancn  scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertujuan untuk dimiliki sccara tidak
berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan
atau ditarik kembali, scperti pembelian obligasi
atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo,
dana yang disisihkan pemcerintah desa  dalam
rangka pclayanan/pcmberdayaan masyarakat desa
scperti bantuan modal kerja, pecmbentukan dana
sccara bergulir kepada kclompok masyarakat desa,
pcemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro
dan menengah.

Investasi jangka panjang pemerintah desa  dapat
dianggarkan apabila jumlah yang akan discrtakan
dalam tahun anggaran berkcnaan tclah ditctapkan
dalam peraturan desa  tentang penycertaan modal
dengan berpedoman pada  ketentuan peraturan
pcrundang-undangan.

Pasal 39

Penyertaan modal Pemecerintah Desa  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b,
dianggarkan dalam pcngeluaran pembiayaan.
Divestasi pemerintah desa  dianggarkan dalam
pcnerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan
kckayaan desa yang dipisahkan.

Divestasi pemerintah desa yang dialihkan untuk
diinvestasikan kembali dianggarkan dalam
pengeluaran  pembiayaan pada  jenis penycrtaan
modal (investasi) pcmecrintah desa.




(6)

(7)

9)

21

Pecnerimaan hasil atas investasi pemecerintah desa
dianggarkan dalam kclompok pendapatan asli desa
pada jenis hasil pengelolaan kckayaan desa yang
dipisahkan.

BAB V
KODE REKENING PENGANGGARAN

Pasal 40

Sctiap Desa yang dicantumkan dalam APBDcsa
menggunakan nama dan kode kecamatan dan desa.
Kodec pendapatan, kode belanja dan  kodce
pcmbiayaan yang digunakan dalam pcnganggaran
mcnggunakan kode akun pendapatan, kode akun
belanja dan kode akun pembiayaan.

Sctiap program, kcgiatan, kclompok, jenis, obyck
scrta rincian obyck yang dicantumkan dalam
APBDecsa menggunakan kode program, kodc
kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyck
dan kodec rincian obyck.

Untuk tertib penganggaran kode scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dihimpun mecnjadi satu kesatuan kodc anggaran
yang disebut kode rekening.

Urutan susunan kode rckening APBDcsa dimulai
dari kodc kccamatan, kodce desa, kodc program,
kode kegiatan, kode akun, kode kclompok, kode
jenis, kode obyck, dan kodce rincian obyck.

Kodec nama kccamatan dan dcsa scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) terscbut dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini (format 1.A).

Kode akun pendapatan, kode akun belanja dan
kode akun pcmbiayaan scbagaimana dimaksud
pada ayatl (2) mcrupakan bagian susunan kodc
akun keuangan desa yang terscbut dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini (format I.B).

Kode rckening pendapatan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terscbut dalam
Lampiran dan mcrupakan bagian yang tidak
terpisahkan  dengan Peraturan  Bupati  ini
(format I.C).

Kode akun belanja dan daftar kclompok kegiatan
terscbut pada Lampiran dan mcrupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
(format 1.D).




(11)

(12)

(13)
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Kode rckening belanja  scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terscbut pada
Lampiran dan mcrupakan bagian yang tidak
terpisahkan  dengan Peraturan  Bupati  ini
(format I.E).

Kode rckening pembiayaan desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢ terscbut
dalam Lampiran dan mcrupakan bagian yang tidak
terpisahkan  dengan Pcraturan  Bupati  ini
(format L.F).

Urutan  susunan  kodc  rckening  APBDcsa
scbagaimana dimaksud pada ayat (5) terscbut
dalam Lampiran dan mcrupakan bagian yang tidak
terpisahkan  dengan  Peraturan  Bupati  ini
(format I.G).

Dalam rangka sinkronisasi program dan kecgiatan
pemcerintah dan pemcrintah desa, daftar kelompok
dan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (9)
sccara berkala akan discmpurnakan scsuai dengan
pertimbangan kebutuhan desa.

BAB VI
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

dan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

(3)

Pasal 41

RPJMDesa mengacu pada RPJM Kabupatcen.
RPJMDcsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pcmbangunan, pcmbinaan kemasyarakatan,
pcmberdayaan masyarakat, dan arah kecbijakan
pcmbangunan Dcsa.

RPJMDcsa disusun dengan mempertimbangkan
kondisi objcktif Desa dan prioritas pembangunan
kabupatcen.

RPJMDesa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung scjak
pclantikan Kepala Desa.




Pasal 42

Pecmerintah  Desa menyusun RKPDesa  yang
merupakan pcnjabaran dari RPJMDcsa
berdasarkan  hasil Musyawarah  Perencanaan
Pcmbangunan Dcesa.

RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada
bulan Juli tahun berjalan.

RKPDesa ditctapkan dengan Peraturan Dcesa paling
lambat akhir bulan Scptember tahun berjalan.
RKPDesa mcnjadi dasar penctapan APBDcesa.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 43

Sckretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan
Desa  tentang  APBDesa  berdasarkan  RKPDcesa
tahun berkenaan.

Sckretaris Desa mcnyampaikan rancangan
Pcraturan Dcsa tentang APBDesa kepada Kepala
Desa.

Rancangan Pcraturan Desa tentang APBDcsa
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
olch Kcpala Desa kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDcesa
discpakali bersama scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.

Pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
Format  Rancangan Pcraturan Desa  tentang
APBDecsa beserta Lampiran scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran
dan mecrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini (format I.H).

Format  Kescpakatan bersama scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) terscbut dalam Lampiran
dan mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini (format L.I).

Format Pcnctapan Rancangan Pcraturan Dcsa
tentang APBDcsa scbagaimana dimaksud pada ayat
(3) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
(format 1.J).




(1)

(4)
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Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 44
Rancangan Pcraturan Dcsa tentang APBDcesa yang
tclah discpakati bersama scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (3) disampaikan olch Kcpala
Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3
(tiga) hari scjak discpakati untuk dicvaluasi.
Bupati menctapkan hasil cvaluasi Rancangan
APBDcsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja scjak
ditcrimanya Rancangan Pcraturan Dcsa tentang
APBDcsa.
Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil cvaluasi
dalam batas waktu scbagaimana dimaksud pada
ayal (2) Peraturan Dcsa terscbut berlaku dengan
sendirinya.
Dalam hal Bupati mcnyatakan hasil cvaluasi
Rancangan Pcraturan Dcsa tentang APBDesa tidak
scsuai dengan kepentingan umum dan pcraturan
pcrundang-undangan yang lcbih tinggi, Kepala Desa
mclakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung scjak diterimanya hasil
cvaluasi.

Pasal 45

Apabila hasil cvaluasi tidak ditindaklanjuti olch
Kepala Desa schagaimana dimaksud dalam Pasal 44
pada ayat (4) dan Kcpala Decsa tctap menctapkan
Rancangan Pcraturan Dcsa tentang APBDcsa
menjadi  Peraturan Desa, Bupati membatalkan
Pecraturan Desa dengan Kcputusan Bupati.
Pembatalan Peraturan Dcsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sckaligus menyatakan bcerlakunya
pagu APBBDcsa tahun anggaran scbelumnya.

Dalam hal Pembatalan scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Dcsa hanya dapat meclakukan
pengeluaran terhadap operasional penyclenggaraan
Pcmerintah Desa.

Kepala Desa menghentikan pcelaksanaan Peraturan
Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sctelah
pcmbatalan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan sclanjutnya Kcpala Desa  bersama  BPD
mcncabut peraturan desa dimaksud.




(1)

(2)

(3)

(5)

Pasal 46

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDcesa yang
tclah dicvaluasi ditctapkan olch Kcpala Dcsa
mcnjadi Peraturan Desa tentang AP Dcesa.

Kcpala Desa menyampaikan peraturan desa tentang
APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sctelah ditetapkan.

Dalam hal pcmerintah desa tidak menyampaikan
peraturan desa  tentang APBDcesa  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberikan
peringatan tertulis kepada pemerintah desa.

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sctelah
diterbitkannya peringatan tertulis pemerintah desa
tidak menyampaikan  peraturan  desa  tentang
APBDecsa, maka Bupati menctapkan sanksi berupa
pcnundaan penyaluran ADD  scbesar 25%  (dua
puluh lima perscratus) dari jumlah ADD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 47

Scmua pencrimaan dan pengeluaran dalam rangka
pclaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan
melalui rckening kas desa.

Desa hanya memiliki 1 (satu) rckening kas desa
atas nama Kas Pcmerintah Desa dengan 2 (dua)
specimen nama  yaitu nama Kcepala Desa dan
Bendahara Desa.

Semua  penerimaan dan  pengeluaran desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan
pendapatan desa yang mcenjadi wewenang  dan
tanggungjawabnya.

Pengembalian  atas  kclebihan  pendapatan  desa
dilakukan dengan mcmbcebankan pada pendapatan
desa yang bersangkutan untuk pcengembalian
pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang
sama.

Untuk pengembalian kclebihan pendapatan desa
yang tcrjadi  pada tahun-tahun  scbelumnya
dibcbankan pada bclanja tidak terduga.
Pengembalian scbagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan
sah.




(3)

(1)
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Pasal 48

Pemerintah  desa  dilarang mclakukan pungutan
scbagai pencerimaan desa sclain yang ditctapkan
dalam pcraturan dcsa.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam  Kas
Tunai pada jumlah tertentu dalam  rangka
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
Jumlah uang dalam kas tunai scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditctapkan paling banyak
scbesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 49

Pcngeluaran  desa  yang mengakibatkan  beban
APBDcsa tidak dapat dilakukan scbelum rancangan
pcraturan desa tentang APBDcsa ditctapkan
menjadi peraturan desa.

Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang
bersifat mengikat dan opcrasional perkantoran yang
ditctapkan dalam pcraturan kepala desa.
Pcnggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus
dibuat Rincian Anggaran Biaya yang tclah disahkan
olch Kcpala Desa.

Bagian Kelima
Penyiapan Rencana Anggaran Biaya

Pasal 50

Pclaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk
mclaksanakan kcgiatan harus discrtai  dengan
dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
Rcncana Anggaran Biaya scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diverifikasi olch Sckretaris
Desa dan disahkan olch Kepala Desa.

Rencana Anggaran Biaya scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), merinci bidang, kecgiatan,
waktu pclaksanaan.

Pclaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran yang menycbabkan atas
beban anggaran  belanja  kegiatan  dengan
mempergunakan buku  pembantu  kas  kegiatan
scbagai pertanggungjawaban pclaksanaan kegiatan
didcsa.

Formal Rencana  Anggaran  Biaya scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) terscbut dalam lampiran
dan mecrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini (format II).




27

Pasal 51

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan
Pcmbayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Surat Permintaan Pcembayaran (SPP) scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak bolch dilakukan
scbelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 52

Pengajuan SPP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (1) terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
Pernyataan tanggungjawab bclanja; dan

Lampiran bukti transaksi.

Pasal 53

Dalam  pengajuan  pclaksanaan  pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sckretaris
Desa berkewajiban untuk:

a. mencliti kelengkapan permintaan pembayaran
diajukan olch pclaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas
beban APBdcs yang terscbut dalam permintaan
pembayaran;

c. menguji  keterscdian dana untuk kegiatan
dimaksud; dan

d. mecnolak pengajuan permintaan pembayaran
oleh  pelaksana  kegiatan  apabila  tidak
mcmcenuhi persyaratan yang ditctapkan.

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sckretaris

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Decsa menyetujui  permintaan  pcembayaran  dan

bendahara melakukan pembayaran.

Pembayaran yang tclah dilakukan scbagaimana
pada ayat (2) sclanjutnya bcendahara melakukan
pencatatan pengeluaran.

Pasal 54

Bendahara desa scbagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib mecnyctorkan scluruh
pencrimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rckening kas ncgara scsual dengan ketentuan peraturan

pcrundang-undangan.




(1)

BAB VII \
PERUBAHAN APBDesa

Pasal 55

Pcrubahan APBDesa dapat dilakukan apabila

terjadi:

a. kcadaan yang mcnycbabkan harus dilakukan
pergeseran antar jenis belanja;

b. Kcadaan menycbabkan Sisa  Lcbih
Perhitungan Anggaran (Sil.PA} tahun
scbelumnya harus digunakan dalam tahun
berjalan;

c. terjadi pcnambahan dan/atau pengurangan
dalam pcndapatan desa pada tahun berjalan;
dan/atau

d. tcrjadi peristiwa khusus, scperti bencana

alam, krisis politik, krisis ckonomi, dan/atau
kcrusuhan sosial yang berkepanjangan;
¢. pcrubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah dan Pemecerintah Dacrah.
Pcrubahan APBDcsa hanya dapat dilakukan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Tala cara pecngajuan pcerubahan APBDcesa adalah
sama dengan tata cara penctapan APBDcesa.
Format rancangan pcraturan  dcsa  tentang
pcrubahan APBDes bescrta Lampiran  terscbut
dalam Lampiran dan mcrupakan bagian yang tidak
terpisahkan  dcngan  Pcraturan  Bupati ini
(format IIL.A).
Format pcrsctujuan bersama rancangan tentang
Pcrubahan APBDcs terscbut dalam Lampiran dan
mecrupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini (format III.B).
Format Rcncana Anggaran Biaya pecrubahan
anggaran tcerscbut dalam Lampiran dan mcrupakan
bagian yang tidak tcrpisahkan dengan Pceraturan
Bupati ini (format III.C).

Pasal 56

Dalam hal Bantuan kcuangan dari APBD Provinsi
dan APBI Kabupaten/Kota scrta hibah dan
bantuan pihak kctiga yang tidak mecngikat ke desa
disalurkan sctelah ditctapkannya Pcraturan Dcsa
tentang Perubahan APB Dcesa, perubahan diatur
dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
APBDesa. |
Perubahan APBDcsa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) diinformasikan kepada BPD.




(1)
(2)
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BAB VIII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 57
Pcnatausahaan dilakukan olch Bendahara Desa.
Bendahara Desa  wajib melakukan  pencatatan
sctiap pencerimaan  dan  pengcluaran scria
mclakukan tutup buku sctiap akhir bulan sccara
tertib.
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan
uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan sctiap bulan
kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
Kepala Desa dalam mclaksanakan pcnatausahaan
kcuangan desa harus menctapkan Bendahara Desa.
Pcnetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), harus dilakukan scbelum dimulainya
tahun anggaran bersangkutan yang
pclaksanaannya ditctapkan dengan  keputusan
Kepala Desa.

Pasal 58
Pcnatausahaan  penerimaan dan  pengcluaran
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2),
menggunakan:
a. buku kas umum;
b. buku kas pcmbantu pajak;
c. buku Bank.
Format buku pcnatausahaan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) terscbut dalam Lampiran
dan mecrupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini (format IV).
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Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 59

Kepala Desa menyampaikan laporan  rcalisasi
pclaksanaan APBDcsa kepada Bupati/Walikota
berupa:

a. laporan scmester pertama; dan

b. laporan scmester akhir tahun.

Laporan scmester pertama scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa laporan rcalisasi
APBDcsa.

L.aporan rcalisasi pclaksanaan APBDcsa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun berjalan.

Laporan scmester akhir  tahun  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Format Laporan Rcalisasi Pclaksanaan APBDcsa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terscbut
dalam Lampiran dan mcrupakan bagian yang tidak
terpisahkan  dengan Pcraturan Bupati ni
(format IV).

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 60

Laporan pcrtanggungjawaban pengcluaran scbagaimana
dimaksud dalam pasal 62 ayat (4) harus dilampirkan

dengan
a. buku kas umum;

b. buku kas pembantu pajak;

C.

buku Bank.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Kesatu
Penetapan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pasal 61
Kepala Desa mcenyampaikan laporan
pertanggungjawaban rcalisasi pclaksanaan

APBDcsa kcepada Bupati/Walikota sctiap akhir
tahun anggaran.
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(2) Laporan pertanggungjawaban rcalisasi
pclaksanaan APBDcsa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari  pendapatan, bclanja,
dan pcmbiayaan.

Yy

(3) LLaporan pertanggungjawaban rcalisasi
pclaksanaan APBDcsa scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditctapkan dengan Pcraturan Desa.

(4) Pcraturan Dcsa tentang laporan
pertanggungjawaban rcalisasi pclaksanaan
APBDesa scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilampiri:

a. format Laporan Pcrtanggungjawaban Rcalisasi
Pelaksanaan APBDcsa Tahun Anggaran
berkenaan;

b. format Laporan Kckayaan Milik Dcsa per 31
Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pcmecrintah dan
Pemecrintah Dacrah yang masuk ke desa.

(5) Format Rancangan Pcraturan Dcsa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDcsa beserta lampiran scbagaimana dimaksud
pada ayat (4), terscbut dalam Lampiran dan
mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Pcraturan Bupati ini (format V).

Pasal 62

Laporan Pecrtanggungjawaban Recalisasi Pclaksanaan
APBDesa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
mecrupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan
penycelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 63

(1) Laporan rcalisasi dan laporan pcrtanggungjawaban
realisasi  peclaksanaan APBDesa  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62
diinformasikan kcpada masyarakat sccara tertulis
dan dengan media informasi yang mudah diakscs
olch masyarakat.

(2) Mecdia informasi scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain papan pengumuman, radio
komunitas, dan mecdia informasi lainnya.
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Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pasal 64

Pcraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Rcalisast Pelaksanaan  APBDcsa scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

Waktu penyampaian scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sctclah
Pcraturan Desa ditctapkan.

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pclaksanaan  APBDcsa scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat
1 (satu) bulan sctclah akhir tahun anggaran
berkenaan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan
kcuangan desa dilakukan olch :

a.
b.

Inspcktorat Kabupaten;

Bagian Pcmcrintahan Sckretariat Dacrah  Kabupaten
Situbondo;

Camat.

Pasal 66

Pembinaan dan pcengawasan olch Inspcktorat dan Bagian

Pemerintahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf

a dan huruf b mcliputi:

a.
b.

memberikan pedornan dan bimbingan pclaksanaan ADD;
memberikan  bimbingan  dan  pclatthan  dalam
penyclenggaraan  kcuangan desa  yang mencakup
perencanaan dan penyusunan APBDcesa, pclaksanaan
dan pcrtanggungjawaban APBDcsa;

membina dan mengawasi pengelolaan kcuangan desa
dan pendayagunaan asct desa;

memberikan pecdoman dan bimbingan pclaksanaan
administrasi kcuangan dcsa.

Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan olch Camat scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 huruf ¢ meliputi :

a.

memberikan  bimbingan  dan  fasilitasi  administrasi
keuangan desa;
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b. memberikan  bimbingan dan fasilitasi  pengcelolaan
kcuangan desa dan pendayagunaan assct desa,

c. membcerikan bimbingan dan fasilitasi

penyclenggaraan  kcuangan  desa  yang  mencakup
pcrencanaan, dan penyusunan APBDcesa, pclaksanaan
dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Pecraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Pecdoman Pengeclolaan Kcuangan Dcsa di Kabupaten
Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69
Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya  dalam  Berita  Dacrah  Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal '29 SEP 2015

Pj. BUPATI SITUBONDO,

Critad/

ZAINAL MUHTADIEN

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal

29 SEP 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 43




